BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.962, 2020 KEMEN-PUPR. Penetapan Golongan Jenis
Kendaraan Bermotor. Perubahan Tarif Jalan Tol.
Kompensasi.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
KOMPENSASI ATAS PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN PERUBAHAN TARIF PADA JALAN TOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 38 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol,
golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol
ditetapkan oleh Menteri;

b. bahwa untuk kepentingan masyarakat penggunan jalan
tol, Menteri melakukan perubahan penetapan golongan
jenis kendaraan dan besaran tarif tol yang dapat
mempengaruhi kelayakan investasi Badan Usaha Jalan
Tol sehingga perlu diberikan kompensasi guna

mempertahankan kelayakan investasi;
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Mengingat : 1.

bahwa agar pemberian kompensasi dapat dilaksanakan
dengan efektif, diperlukan pengaturan mengenai
kompensasi atas penetapan golongan jenis kendaraan
bermotor dan perubahan tarif pada jalan tol;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat tentang Kompensasi atas Penetapan Golongan
Jenis Kendaraan Bermotor dan Perubahan Tarif pada

Jalan Tol,

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4444);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 6110);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 40);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur
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Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1484);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 06/PRT/M/2018 tentang Wewenang dan
Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur
Jalan  Tol, Badan Usaha Jalan Tol dalam
Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik
Indonesa Tahun 2018 Nomor 329);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KOMPENSASI ATAS
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
DAN PERUBAHAN TARIF PADA JALAN TOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Jalan Tol atas
penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan/atau
perubahan tarif tol yang mengakibatkan penurunan
tingkat kelayakan investasi Badan Usaha Jalan Tol.

2. Tarif adalah besaran tol yang harus dibayarkan sesuai
dengan golongan jenis kendaraan bermotor.

3. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian
sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang

penggunanya diwajibkan membayar tol.
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